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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berasal dari daerah yang menjadi 

sumber pendapatan utama dan juga sebagai instrumen regulasi. Pajak merupakan 

kiliru satu asal pendapatan daerah yang dipakai untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah daerah, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

perbaikan infrastruktur, penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

serta pembiayaan kegiatan pemerintah daerah yang memenuhi unmet need yang 

tidak dapat dipenuhi oleh swasta, yaitu barang publik. Pajak daerah sangat penting 

untuk pertumbuhan suatu wilayah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah 

diubah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang memberi wewenang kepada 

kota untuk memungut pajak daerah. Pajak Daerah yaitu pungutan yang ditetapkan 

oleh daerah untuk mendanai daerah. (Dotulong dkk, 2014) 

Otonomi daerah, dalam bentuknya yang sekarang, memberikan kewenangan 

penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan segala jenis urusan, 

baik administratif maupun substantif. Dari pemerintah sendiri, terlepas dari 

intervensi pemerintah pusat. Adanya hal tersebut dijalankan karena supaya 

pemerintah daerah dapat mengamankan kepentingan dalam rangka meningkatkan 

implementasi otonomi daerah. Semua jenis perumusan kebijakan pemerintah 

daerah wajib mendahulukan daerah berdasarkan kebutuhan penduduk setempat. 

Dalam pengaturan pemerintah, juga penting dalam mengutamakan prinsip- 

prinsip demokrasi. Fungsi masyarakat, pemerintah & keadilan, dan akuntabilitas 

agar lebih peduli potensi & keaneka ragaman daerah. Dalam pembenahan  

lembaga perangkat daerah agar lembaganya lebih efektif sama memakai 

kebutuhan harus mengamati hal-hal dibawah ini: 

1) Untuk memiliki pilihan yang harus ada kepentingan dan juga 

kebutuhan lokal. 

2) Kepribadian, kemampuan dan kebutuhan local. 

 

3) Peluang kebutuhan local. 
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4) Kesiapan sumber daya perangkat keras 
 

5) Pengembanganmodel kinerja daerah maupun pihak lainnya. 

Berdasarkan hak tersebut, dalam pengembangan otonomi daerah dan 

meningkatnya pelayanan public, pentingnya adanya penataan 

kembali sistem lembaga daerah, khususnya pembentukan sistem 

kedaerahan. 

Hal itu bertujuan agar menyoroti unit utama dari setiap daerah, 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya local dan memperkilat dalam proses 

peningkatan kemajuan warga. Salah satunya adalah memberdayakan otonomi 

daerah guna menyusun dan menyelenggarakan APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki barang 

Pendapatan Asli Daerah yaitu Salah satunya unsur PAD adalah pendapatan dari 

unit pajak wilayah. 

Pajak daerah dalam UU Nomer.28 Tahun 2009 merupakan pajak harus 

atas wilayah ditanggung oleh individu maupun kelompok untuk  melaksanakan 

tindakan wajib. Tidak ada imbalan yang tiba-tiba digunakan kembali untuk 

kebutuhan wilayah untuk semua kemakmuran rakyat. Hal tersebut, pengumutan 

pajak kota dari pemerintah kabupaten pada dasarnya membiayai kinerja, 

pembangunan, pengembangan masyarakat secara efisien dan berhasil untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pajak daerah terdapat beberapa pajak 

yaitu Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

Hiburan, Pajak Pabrik, PBB dan BHTB 

Satu-satunya jenis pajak yang kemungkinan besar akan meningkat bersamaa 

dalam pengembangan bisnis liburan dan wisata adalah Pajak Restoran. Dari hal  

itu dapat memberikan kontribusi cukup besar karena sektor ini diharapkan dapat 

menghasilkan pendapatan daerah serta pertumbuhan di sektor pariwisata. 

Pendapatan dari pajak restoran akan naik, yang bisa memberikan antisipasi yang 

signifikan. Menurut ketentuan Pajak Restoran Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 7 Tahun 2011, ini adalah pajak atas pelayanan yang diberikan 

oleh restoran. Peraturan ini sesuai dengan ketentuan Pajak Daerah 



16 
 

Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Restoran 

pada Undang-Undang Negara diatur sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 

angka 22 dan 23. Pemungutan Pajak Restoran di Indo nesia saat ini didasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2013:327). 

Kabupaten Pemalang adalah wilayah otonom yang mengusahakan 

pemerintah dan menlakukan pembangunan buat jangka pendek atau jangka 

panjang. Untuk dapat memperjuangkan pemerintah dan merealisasikan 

pembangunan maka dari itu dibutuhkannya dana yang layak dan di samping itu 

wajib menggunakan kekuatan wilayahnya sendiri meskipun permanen menerima 

donasi berdasarkan pemerintah pusat. Maka berdasarkan itu Pemkot Pemalang 

berusaha memaksimalkan silsilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah 

penyampaian data Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran 

Kabupaten Palembang Tahun 2018 – 2020 
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Tabel I.1 

Perkembangan realisasi dan target penerimaan pajak restoran 

Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2020 

 
 

No Tahun 

Anggaran 

Target Pajak 

RestoranRp) 

Realisasi 

Pajak 

Restoran (Rp) 

Proporsi 

Target 

Terhadap 

Realisasi 

(%) 

1. 2017 640.000.000 796.537.585 124,46% 

2. 2018 750.000.000 1.144.293.387 152,57% 

3. 2019 850.000.000 1.404.726.051 165,26% 

4. 2020 1.000.000.000 1.025.000.000 102,50% 

Sumber:Data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) diolah, 2021 

 
 

Berdasarkan pada Tabel 1.1 mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pemalang yang diperoleh dari kantor BAPENDA pada tahun 2017 

sebesar Rp 796.537.585. Di tahun 2018 meningkat menjadi Rp 1.144.293.387. Di 

tahun 2019 meningkat menjadi Rp 1.404.726.051. Di tahun 2020 menurun 

menjadi Rp 1.025.000.000. Berdasarkan Laporan Target dan Realisasi Anggaran 

Kabupaten Pemalang dari tahun 2017-2019 mendapati peningkatan namun di 

tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap BAPENDA dengan judul “Analisis 

Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang” 

1.2 Tujuan Magang 

1) Mengetahui besar potensi pajak restoran yang dimiliki oleh kota 

Pemalang. 

2) Mengakui upaya-upaya yang  dilakukan oleh Bapenda untuk 

meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Kota Pemalang. 
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1.3 Sistematika Laporan 

Laporan akhir magang ini disusun dengan sistematika sebagi berikut : 
 
 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan latar belakang tujuan magang dan 

sistematika laporan. 

 
BAB II 

 
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 

 Bab ini menjelaskan organisasi institusi/perusahaan tempat 

magang, struktur organisasi dan kepegawaian, visi dan misi 

Bapenda, sejarah Bapenda serta aktivitas magang. 

 
BAB II 

 
IDENTIFIKASI MASALAH 

 Bab ini memaparkan tentang mengetahui besar kemampuan pajak 

restoran di Kabupaten Pemalang dan upaya-upaya yang dilakukan 

pada Bapenda untuk mengembangkan pedapatan pajak restoran 

pada Kabupaten pemalang. 

 

BAB IV 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang teori yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan lebih detail mengenai permasalahan yang 

diangkat yaitu definisi pajak, fungsi pajak dan pajak daerah. 

BAB V ANALISIS DDAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini menjelaskan pembahasan dan analisis mengenai 

permasalahan yang diangkat 
 

 
 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang 

didapat dari pembahasan yang dilakukan serta saran penyelesaian 

yang di dapat diberikan. 

 
BAB VII 

 
REFLEKSI DIRI 

 Bab ini menjelaskan dengan singkat manfaat, pengalaman dan 

pengembangan yang didapat selama kerja praktek di 
BAPENDA. 
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BAB II 

 

 

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 

 

2.1 Profil Organisasi Tempat Magang 

2.1.1 Profil Oraginisasi Institusi/Perusahaan Tempat Magang 

 

Gambar 2. 1 Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Pemalang 

 

 
Berikut ini merupakan profil singkatan dari Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah Pemalang : 

Nama Perusahaan : Badan Pengelola Pendapatan Daerah 

 
Alamat Perusahaan : Jl Suro Hadikusumo No.1, Kebondalem, Kec. 

Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 

52312 

Telepon : (0284) 321244 

 
Email : bapenda@pemalangkab.go.id 

 

Website : https://bapenda.pemalangkab.go.id 

mailto:bapenda@pemalangkab.go.id
https://bapenda.pemalangkab.go.id/
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Tanggal berdiri : 17 Oktober 2016 berdasarkan Peraturan Bupati 

Pemalang Nomor 70 Tahun 

 

 

2.1.2 Struktur Oraginisasi dan Kepegawaian 
 
 

                  

      KEPAL 
A 

         
      Bejo Suwarno,S .IP          

                   

           SEKRETARIS      

  JABATAN FUNGSIONAL 
KHUSUS       Joko Ngatmo,SE.,M.Si      

  1.                

  2.               

         KASUBAG BINA PROGRAM 
DAN 

KEUANGAN 

 KEPALA SUBAGIAN 
UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

  

         Sri Murtini, S.IP  Martinah,S. ST   

                  

                  

                  

  KEPALA BIDANG 
PERENCANAAN 
PENDAPATAN 

  KEPALA BIDANG 
PENDATAAN 

DAN PENETAPAN 

  KEPALA BIDANG 
PENAGIHAN 

DAN KEBERATAN 

   

  Eko Sulistyo 
Nugroho,SE.MM          

                    

                      

KASUBID 

PERENCANA 
AN 

  
KASUBID 
PELAPORAN 

 KASUBID 

PENDATAA 
N 

 KASUBID 

PENETAPA 
N 

 KASUBID 

PENAGIHA 
N 

 KASUBID 

KEBERATA 
N 

 

  Bambang Eka 
Riyanto,SE 

 Istianah,SH  Suharno,S.ip  Suyatno,SH  Suhartono,S 
H 

 

                  

 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang 

 
Seperti terlihat di atas, masing-masing komponen organisasi Bapenda 

Kabupaten Pemalang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yaitu sebagai 

berikut sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang No. 70 Tahun 2016 tentang 

rician kewajiban Jabatan Struktural di Badan Pengelola Pendapatan Daerah 

Kabupaten: 

A. Kepala Bapenda 

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai rician kawajiban 

atau tugas sebagai berikut : 

1) Menentukan Rencana Strategis (Ranstra) dan Rencana Kerja (Renja) 

untuk membantu masalah pemerintahan di bidang Datap (Penerimaan 

Pendapatan), dengan menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) sebagai pedoman guna penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

2) Mencetuskan usulan Rencana Kerja dan Anggran (RKA) dan 
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Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) dengan mengacu dalam 
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Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang 

urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3) Menyusun rancangan cara strategi pengelolaan pendapatan daerah 

diseuaikan dengan rencana dan aktivitas pengelolaan pendapatan 

daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 

4) Mengawasi pembuatan aktivitas model pengelolaan pendapatan daerah 

sejalan dengan rencana dan aktivitas pengelolaan pendapatan daerah 

sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah 

5) Menentukan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 

menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak 

oleh wajib pajak sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah sebagai 

dasar pengenaan pajak daerah; 

6) Koordinasi kewajiban Badan pengelolaan pendapatan daerah dengan 

pihak terkait sesuai program kerja untuk memastikan tercapainya 

tujuan kerja; 

7) Mengembangkan solusi inovatif atas permasalahan pemerintah daerah 

di bidang Datap selaras dengan kemajuan teknologi dalam rangka 

peningkatan kapasitas pelayanan publik; 

8) Menunjukan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang 

berkaitan dengan pununjang urusan pemerintah bidang pengelolaan 

pendapatan berdasarkan hasil analisis dan atau pemanfaatan teknologi 

guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik; 

9) Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah 

sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi; 

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas penunjang masalah pemerintahan di 

bidang Datap disesuaikan dengan rencana program dan kegiatan yang 

telah disetujui untuk meningkatkan kinerja; 
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11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas penunjang kegiatan 

pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, dengan 

menggunakan data dan analisis untuk memberikan informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas., dan 

12) Membuat dan melaksanakan tanggung jawab kedinasan lainnya yang 

di alokasikan dari kepada pimpinan sesuai sama dengan 

tanggungjawab yang diberikan agar dapat melaksanakan kewajiban 

dengan tertib. 

 
B. Sekretaris Bapenda 

Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 

1) Mengembangkan rencana dan tugas kesekretariatan sesuai dengan 

dokumentasi perencanaan untuk dijadikan dasar penyusunan rencana 

kerja dan anggaran; 

2) Koordinasi usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Kertas Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) dan dokumen lain sebagai pedoman untuk 

pelaksanaan tugas; 

3) Menyusun kebijakan kesekretariatan yang selaras dengan rencana dan 

kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. 

4) Menyelenggarakan Subbagian Pembinaan Program dan Keuangan, 

serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar terlaksana sesuai dengan maksud 

dan tujuan yang telah ditetapkan; 

5) Koordinasi penyediaan dan pelayanan informasi publik, serta seluruh 

bidang dan subsektor, sejalan dengan peraturan perundang-undangan 

tentang keterbukaan informasi publik dalam rangka pengkinian 

informasi publik; 

6) Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk 

membantu pemerintah dalam mengelola pendapatan daerah sesuai 

dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam 
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7) Mengembangkan konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan 

identifikasi dan analisis masalah untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas pelaksanaan pekerjaan. 

8) Mengkoordinasikan gagasan inovasi dan pelaksanaan tugas di sektor 

untuk memastikan pelaksanaan tugas terintegrasi; 

9) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan 

disuaikan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna 

meningkatkan kinerja. 

10) Koordinasi penyusunan laporan pendukung urusan pemerintahan di 

bidang Datap, dengan menggunakan hasil data dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

11) Melaksanakan tanggung jawab kedinasan tambahan yang diolokasikan 

dari pimpinan sesuai dengan tanggungjawab dalam rangka tertib 

pelaksanaan tugas. 

 
C. Bidang Rendap 

Bidang Rendap (Perencanaan Pendapatan) memiliki uraia tugas sebagai 

berikut : 

 
1) Merencangkan acara dan aktivitas perencanaan pendapatan selaras 

menggunakan dokumen perencanaan menjadi dasar planning kerja dan 

anggaran. 

2) Rancangan teknis Bidang Perencanaan Pendapatan sinkron 

menggunakan pengelolaan pendapatan wilayah sebagai pedoman 

pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;Menyelenggarakan acara 

dan aktivitas Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan Dokumen 

Pelaksanaan Anggran (DPA) menunjang aktivitas pelayanan public; 

3) Menyediakan acara dan aktivitas perencanaan pendapatan buat 

mendorong fungsi pelayanan publik sinkron menggunakan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA); 
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4) Mengkoordinasikan aktivitas perhitungan potensi pendapatan daerah 

dengan bagian cara sesuai konvensi dan cara perhitungan sebagai dasar 

penentuan target pendapatan daerah masing masing bagian cara. 

5) Menyelenggarakan aktivitas penyusunan ide pendapatan daerah 

berdasarkan hasil perhitungan potensi sebagai tugas penyusunan 

anggaran pendapatan daerah 

6) Menyelenggarakan penyuluhan dan penegakan wajib pajak tentang tata 

cara perpajakan dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan 

penerimaan daerah; 

7) Menyusun laporan piutang pajak daerah pada akhir tahun anggaran 

sesuai dengan tata cara penghitungan saldo piutang sebagai dasar 

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

8) Mengembangkan rencana inisiatif perencanaan pendapatan 

berdasarkan identifikasi dan analisis masalah untuk meningkatkan 

efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas. 

9) Mengkoordinasikan tugas Divisi Perencanaan Pendapatan sesuai 

dengan persyaratan integrasi pekerjaan organisasi; 

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan 

terkait dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam rangka peningkatan kinerja; 

11) Merancang laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 

pendapatan yang efektif dalam rangka tanggung jawab pelaksanaan 

tugas; 

12) Melaksanakan tanggung jawab kedinasan tambahan yang dikasihkan 

dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menghasilkan 

program kerja dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas secara tertib. 

D. Bidang Datap ( Pendataan dan Penetapan) 

Bidang Datap memiliki urusan tugas sebagai berikut: 
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1) Menyusun program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan 

sejalan dengan dokumen perencanaan sebagai dasar dokumen rencana 

kerja dan anggaran; 

2) Menyusun kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan 

pengelolaan pendapatan daerah; 

3) Menyelenggarakan pendataan dan penetapan program dan kegiatan 

dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

4) Menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah yang 

sejalan dengan proses administrasi perpajakan daerah dalam rangka 

penetapan NPWP dan penyediaan NPWP dan NPWP; 

5) Memverifikasi gagasan nota perhitungan pajak terutang dan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk semua jenis pajak dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai 

dasar pengenaan besaran pajak daerah; 

6) Menyusun strategi inovasi Bidang Pendataan dan Penetapan 

berdasarkan identifikasi dan analisis masalah guna meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan publik; 

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dengan unit kerja terkait 

sesuai dengan kriteria organisasi untuk memastikan pelaksanaan tugas 

terintegrasi; 

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan 

dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja; 

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan dan 

Penetapan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan 

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun program kerja dan fungsi 

dalam rangka tertib pelaksanaan tugas. 
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E. Bidang Penagihan dan Keberatan 

Bidang Penagihan dan Keberatan memiliki urain tanggung jawab sebagai 

berikut: 

 
1) Merancang acara dan aktivitas Bagian Pendapatan dan sinkron 

menggunakan kertas perencanaan yang sebagai dasar penyusunan 

dokumen planning kerja dan anggaran. 

2) Merancang strategi cara Bidang Penagihan dan Keberatan yang 

selaras menggunakan peraturan perundang-undangan pengelolaan 

pendapatan wilayah dan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan 

pendapatan daerah. 

3) Menyediakan acara dan aktivitas penagihan dan keberatan buat 

mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sinkron menggunakan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

4) Menetapkan jadwal yang ditetapkan untuk lelang sewa tanah untuk 

dana pendidikan/hibah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten 

Pemalang pada rangka mempertinggi pendapatan daerah; 

5) Memeriksa secara berkala data Piutang dan Tagihan Pajak Daerah 

(STPD) sebagai dasar pelaksanaan penagihan; 

6) Meneliti data pendukung sebagai landasan pengambilan keputusan 

dalam rangka pemeriksaan rancangan laporan pengajuan permohonan 

angsuran retribusi dan keberatan Wajib Pajak; 

7) Menyelenggarakan aktivitas pelatihan harus pajak buat mempertinggi 

pengetahuan harus pajak mengenai sifat kritis membayar pajak 

wilayah; 

8) Menyusun rancangan penemuan Bidang Perencanaan Pendapatan 

menurut identifikasi konflik dan analisa guna efektifitas pelaksanaan 

aplikasi dan meningkatkan kualitas pelayanan public; 

9) Mengkoordinasikan aplikasi tugas dengan unit kerja terkait sesuai 

dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas; 
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10) Menilai kegiatan kewajiaban Bidang Perencanaan Pendapatan terkait 

dengan penyusunan acara dan aktivitas yang telah diterapkan dalam 

rangka peningkatan kinerja; 

11) Merancang laporan pelaksanaan kewajiban di Bidang Perencanaan 

Pendapatan yang lebih muda dalam rangka tanggung jawab 

pelaksanaan tugas dan 

12) Menyusun dan melaksanakan tanggung jawab kedinasan lainnya 

dialokasikan dari pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya agar 

dapat melaksanakan kewajiban dengan tertib. 

2.2 Visi dan Misi Bapenda 

VISI 

Tercapainya Peningkatan Kemandirian Daerah Melalui Pengelolaan 

Pendapatan Asli DaerahYang Transparan, Amanah dan Profesional. 

MISI 

 
1) Menjunjung Transparasi, pembaruan  dan kualitas Pelayanan 

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 

2) Meningkatkan Sinergi Seluruh Stakeholder Penyelenggaraan 

Pendapatan Asli Daerah; 

3) Memajukan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur pada 

Bidang Datap; 

4) Mengembangkan Profesionalisme perangkat di Bidang Datap; 

5) Mewujudkan pelayanan Pemungutan Pajak yang Transparan, 

Akuntable, efektif, Sederhana dan Ramah. 

2.3 Sejarah BAPENDA 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang 

dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 yang dicanangkan 

pada tanggal 23 Agustus 2016. Bapenda ditetapkan dalam peraturan perundang- 

undangan daerah sebagai perangkat daerah tipe B yang menunjang pekerjaan 

pemerintahan di bidang pemerintahan bidang keuangan. 
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Selanjutnya menurut Perda No.13 Tahun 2016, pada tanggal 17 Oktober 

2016, sudah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, kewajiban, fungsi, dan tata kerja  Badan 

Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. . Peraturan Bupati ini 

menetapkan Bapenda sebagai pelaksanaan yang membantu pekerjaan 

pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, melapor kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Bapenda dipimpin oleh Kepala 

Badan yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga Kepala Bagian, yaitu: (1) 

Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, (2) Kepala Pengumpulan dan Penetapan 

Data, dan (3) Kepala Badan. Bagian Penagihan dan Keberatan. 

Perda Kabupaten Pemalang No.12 Tahun 2008 mengenai Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kabupaten Pemalang dianggap batal 

dan tidak dianjurkannya lagi Perda No.13 Tahun 2016. Telah berubahnya yang 

cukup mendasar dalam pengelolaan pendapatan daerah. yang sebelumnya berada 

di lingkungan Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Pengelola Aset Daerah 

(DPPKAD), khususnya di Bidang Pendapatan, dan dialihkan kepada instansi 

tersendiri yaitu Badan Pengelola Pendapatan Daerah. 

Sejak 2 Januari 2017, Bapenda Kabupaten Pemalang efektif menjalankan 

kewajiban, dibuktikan dengan pelantikan pejabat struktural dan penataan staf 

pelaksana di perangkat daerah di Kabupaten Pemalang sesuai dengan Perda No.13 

tahun 2016. 
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2.4 Aktivitas Magang 

Kegiatan magang yang diakukan penulis berlangsung dari tanggal 01 April 

2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Pelaksanaan Magang dimulai dari hari Senin 

sampai Jumat, dengan jam kerja setiap hari Senin sampai hari Kamis dimulai 

pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB, dan hari Jumat dimulai pukul 07.30 WIB – 14.00. 

Aktivitas magang dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kuliah Merdeka (MB- 

KM), yaitu pemahaman materi secara umum tentang pajak daerah Kota Pemalang, 

yang meliputi : (1) Profil Oraginisasi Perusahaan; (2) Struktur Perusahaan; (3) 

Struktur Oraginsasi; (4) Visi dan Misi Perusahaan; (5) Sejarah berdirinya 

perusahaan; (6) Pajak daerah yang ada di Kota Pemalang. Selain Pemahaman 

secara umum tentang BAPENDA Kota Pemalang, mahasiswa juga terlibat dalam 

praktek secara nyata pada dua bagian (Bidang), yaitu pada Bidang Pendataan dan 

Bidang Bagian Umum dan Kepegawaian. Berikut adalah pemaparan pratek 

mahasiwa secara singkat pada Bidang Pendataan yang meliputi : 

A. Administrasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

 
 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah sebagai sarana laporan 

Pajak Daerah tiap bulan oleh Wajib Pajak. 

1) Mahasiswa membantu SPTPD yang telah di buat oleh petugas, merekap 

SPTPD berdasarkan masing-masing jenis pajak lalu mengecek nomor 

SPTPD hingga mengarsipkan lembar SPTPD pada ordner ke masing- 

masing jenis pajak daerah. 

 
B. Administrasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat yang digunakan oleh - 

wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang menurut peraturan perundang-undang perpajakan daerah. 

1) Mahasiswa membantu SKPD yang telah dibuat oleh putugas, merekap 

SKPD berdasarkan masing-masing jenis pajak lalu mengecek nomor SKPD 
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hingga mengarsipkan lembar SKPD pada ordner ke masing-masing jenis 

pajak daerah. 

2) Mahasiswa membantu Wajib Pajak dalam mengitung pajak yang terutang. 

3) Mahasiswa membantu mencetak SKPD Wajib Pajak dalam pembayaran 

pajak yang terutang melalui Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah 

(SIMPATDA). 

 
C. Pengarsipan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan) 

 
Bea Peroleh Hak Atas Tanah Bangunan) merupakan pungutan yang diperoleh 

hak asset juga atau rumah. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir 

mirip dengan PPh bagi penjual. 

1) Mahasiswa membantu mengarsipkan lembar BPHTB telat bayar 

berdasarkan tahun ke dalam ordner. 

 

 
Pada Bidang Bagian Umum dan Kepegawaian mahasiswa melakukan aktifitas 

antara lain : 

A. Pendistribusian Surat Masuk, Surat Keluar dan Surat Undangan 
 

Surat Resmi Perusahaan adalah Surat yang digunakan oleh suatu perusahaan 

untuk berkomunikasi secara resmi, baik komunikasi internal maupun 

eksternal. 

1) Mahasiswa menerima dan menulis Surat Masuk, Surat Keluar dan Surat 

Undangan pada buku agenda surat ke masing-masing jenis surat hingga 

mendistribusikan surat berdasarkan disposisi dari pimpinan. 

 
B. Pengrekapan Buku Kerja Pegawai Petugas PBB kecamatan 

 

Pegawai tugas PBB adalah Pegawai Negri Sipil di lingkungan Direktorat 

Jendral Pajak yang diberi tugas untuk melaksanakan penelitian PBB. 
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1) Mahasiswa mengetik Rekap Buku Kerja Pegawai Petugas PBB Kecamatan 

berdasarkan nama, bulan dan point pegawai di Tahun 2020 dan Tahun 

2021. 

 
C. Mahasiswa mengetik daftar expidisi pengajuan Surat Permintaan Pengajuan 

(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). 

 

 
2.5 Solusi Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran 

Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perekonomian dunia, karena juga mempengaruhi industri pajak. Durasi epidemi 

ini dan pengaruhnya terhadap aktivitas sosial dan ekonomi akan menentukan masa 

depan industri pajak Indonesia. 

Berbagai konsekuensi telah terlihat, terutama dalam kasus ekonomi 

nasional yang mengalami penurunan dan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Selain menggerus daya beli dan daya saing masyarakat, terutama di masa 

pandemi, hal ini juga menjadi kendala yang tidak dapat diatasi dalam kegiatan 

usaha normal, yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Pendapatan 

daerah menurun, belanja negara dan daerah meningkat, dan pengeluaran tak 

terduga harus dibayar untuk kesejahteraan masyarakat dalam situasi pandemi saat 

ini. Akibatnya, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi keduanya dalam 

rangka penyelamatan sektor kesehatan, terutama yang langsung terkena dampak 

COVID-19. Ini juga merupakan reaksi terhadap perekonomian nasional, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memfokuskan 

kembali perhatian pada pemulihan ekonomi. Ini memiliki dampak bagi sejumlah 

besar penduduk bisnis global. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan uang 

cadangan untuk mengatasinya, yang tentunya akan berdampak pada 

memburuknya sistem keuangan. Oleh karena itu, penting untuk segera 

menerapkan peraturan dan juga mengambil tindakan yang sangat besar untuk 

memastikan stabilitas sektor keuangan untuk menyelamatkan ekonomi dan 

keuangannya yang sedang stabil. 
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. 

 
Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah federal melakukan upaya bersama PP 

untuk mengatasi kebijakan fiskal negara dan wabah COVID-19. Sebaliknya, 

pemerintah daerah mengadopsi berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan khusus daerahnya dengan tetap berpegang pada aturan dan ketentuan 

tersebut di atas. 

Pada umumnya, pajak dibebankan kepada masyarakat oleh negara 

(pemerintah) berdasarkan aturan yang dapat dipaksakan dan dibayarkan oleh 

wajib pajak meskipun tidak ada hasil pembangunan langsung (counter 

performance or recompense). Hal ini menggambarkan bahwa pajak merupakan 

pembayaran wajib yang secara hukum tidak dapat dihindari oleh mereka yang 

berkewajiban untuk membayarnya, dan bahwa wajib pajak yang menolak untuk 

membayarnya dapat dipaksa untuk melakukannya. (Siahaan, 2016,p. 7). 

PAD didefinisikan dalam UU No.33 Tahun 2004 sebagai pendapatan 

daerah yang diperoleh melalui pajak daerah, pungutan daerah, akhir hasil 

pengelolaan asset wilayah yang tidak digabung dan PAD lainnya yang jelas. 

Menurut pasal 1 UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang 

seterusnya disebut dengan PAD adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari 

sumber-sumber di daerahnya sendiri yang diminta sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan oleh Halim (Iryaniie, 

2017:23) sebagai semua pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber- 

sumber yang ada di dalam wilayahnya sendiri dan dipungut setimbal dengan 

peraturan perundang-undangan yang berfungsi. Dimana suatu daerah dapat 

mendanai operasi pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Menurut (Anggoro, 2017, p. 18) Sumber-sumber yang bisa di kembangkan 

daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah : 

1) Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan untuk didapat berdasarkan 

Peraturan Daerah dan tidak dikompensasikan secara terus-menerus oleh 

Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak. Pajak daerah termasuk, namun 
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tidak terbatas pada, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak 

restoran, dan pajak reklame. 

2) Retribusi daerah, yaitu iuran yang dibebankan kepada pihak yang secara 

langsung memperoleh manfaat dari pelayanan pemerintah daerah tertentu. 

Aturan setempat juga harus menyebutkan biayanya. Biaya parkir, biaya 

pasar, dan biaya terminal adalah contoh dari jenis pendapatan ini. 

3) Hasil penatausahaan kekayaan daerah yang bersifat khas, khususnya 

penerimaan dari pengelolaan badan usaha milik daerah dan lembaga 

pemerintahan daerah lainnya. 

4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, yaitu pendapatan yang diperoleh 

pemerintah daerah yang bukan merupakan salah satu dari ketiga bentuk 

pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini termasuk, tetapi tidak terbatas 

pada, hasil dari pemisahan kekayaan daerah, giro, pendapatan bunga, 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi 

diskon atau bentuk lain yang dihasilkan dari penjualan dan penjualan 

daerah atau layanan. 
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Potensi yang dapat dimiliki pemerintah BAPENDA agar penerimaan pedapatan 

Pajak Restoran meningkatan untuk tahun 2022 maupun tahun berikutnya yaitu 

sebagai berikut: 

1) Melakukan sosialisasi yang lebih mendalam untuk mengedukasi 

masyarakat tentang sifat kritis kepatuhan pajak. Sosialisasi dapat 

dilakukan melalui media elektronik dan cetak, serta kegiatan outdoor 

dan indoor. 

2) Adanya upaya pemungutan ekstra yaitu adanya mobil keliling (Drive 

Thru), untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

3) Indikator pengawasan dipasang oleh Wajib Pajak PBB yang 

menunggak setelah pemberitahuan atau penagihan dengan surat 

peringatan. 

4) Penempatan stiker pengawasan oleh hotel, restoran, dan pajak hiburan 

yang menunggak, diikuti dengan pemberitahuan dan surat peringatan. 
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BAB III 

 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

 

 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat 

menyimpulkan pokok masalah yang sering dihadapi kantor Bapenda adalah 

sebagai berikut : 

1) Sejak tahun 2017 potensi pajak restoran selalu meningkat hingga tahun 

2019. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 terjadinya penurunan 

potensi pajak restoran pada tahun 2020. 

2) Kurangnya peninjauan dan pengamatan terhadap wajib pajak restoran 

menurut periodik. 

3) Kurangnya Sosialisasi pajak restoran kepada wajib pajak restoran. 
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BAB IV 

 

 
KAJIAN PUSTAKA 

 

4.1 Perpajakan 

4.1.1 Definisi Pajak 

 
Definisi pajak sesuai Perpub No.63 Tahun 2020 pasal 1 tentang Cara 

Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Pemalang : “Pajak adalah kontribusi 

wajib pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 

Para ahli perpajakan mengemukakan pemikirannya terkait pengertian 

pajak, sebagai berikut penjelasannya : 

1) Menurut Soemitro (2018), pajak adalah pembayaran masrakyat kepada kas 

negara menurut UU (yang dapat dipaksakan) dengan imbalan tidak 

diperolehnya keuntungan timbal balik (contra-achievement) yang dapat 

langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar kepentingan umum. 

2) Menurut Siddiq (2019), pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh 

pemerintah suatu negara kepada wajib pajak selama jangka waktu tertentu yang 

harus dibayarkan kepada negara, dan jenis imbalannya tidak langsung. 

Yang di maksud pengertian diatas yaitu bahwa pajak adalah iuran wajib pajak 

yang wajib dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang dan digunakan 

untuk menunjang keperluan pemerintah. Namun, wajib pajak tidak langsung 

mendapatkan manfaat dari layanan timbal balik. 

4.2 Fungsi Pajak 

Priantara (2016) menyebutkan fungsi pajak adalah sebagai berikut : 



39 
 

 

 

1) Fungsi Budgetair (Pendanaan) 

 
Fungsi anggaran (pendanaan) dilakukan dengan pemungutan pajak yang 

selanjutnya disetorkan ke kas negara. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk 

mengumpulkan uang sebanyak mungkin sambil mempertahankan fokus pada 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi dikaitkan dengan 

upaya memaksimalkan potensi pajak yang belum sepenuhnya direalisasikan 

melalui penerapannya, namun kebijakan ekstensifikasi dikaitkan dengan 

peningkatan wajib pajak terdaftar. 

2) Fungsi Regulair (Mengatur) 

 
Fungsi regulair yaitu pajak digunakan sebagai instrument untuk mengatur 

dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Beberapa contoh penerapan pajak 

sebagai fungsi mengatur : 

1) Dikenakan Pajak yang besar dan kuat dikenakan pada barang-barang kelas 

atas. Pajak ini dikenakan atas penjualan dan pembelian barang-barang 

mewah. Semakin mewah suatu barang, semakin besar tarif pajaknya, dan 

karenanya semakin tinggi harganya. Pemberlakuan pajak ini mengubah 

perilaku pelanggan dengan mencegah mereka bersaing untuk konsumsi 

produk mewah. 

2) Penghapusan pajak ekspor dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku 

eksportir dan mendorong mereka untuk menjual barang-barang mereka di 

pasar global dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara. 

3) Peningkatan kompensasi kerugian di sektor dan daerah sasaran untuk 

mendorong investasi strategis dan pemerataan percepatan pembangunan. 

Lokasi-lokasi tertentu yang dimaksud memiliki potensi untuk 

dikembangkan. Perpanjangan kompensasi kerugian ini dimaksudkan untuk 

mengendalikan perilaku investor dan mendorong lebih banyak investasi 

untuk pemerataan dan percepatan pembangunan. 
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4.3 Pajak Daerah 

4.3.1 Definisi Pajak Daerah 

 
Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Definisi pajak daerah adalah iuran 

harus dibayarkan pada daerah yang terutang kepada individulisme atau badan 

yang diwajibkan oleh UU, tanpa menerima balas jasa secara langsung, dan dibuat 

untuk tujuan daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah. kemakmuran 

rakyat. Pajak daerah antara lain sebagai berikut: 

1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

2)  Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Air tanah, Pajak Parkir, Pajak 

Reklame, Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak 

Penerangan jalan, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan  &  Perkotaan, BPHTB. 

4.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah 

 
Samudra (2016) menyebutkan definisi pajak daerah sesuai UU No.28 

tahun 2009, ciri-ciri pajak daerah adalah : 

1) Pajak wilayah dapat diperoleh baik dari pajak daerah asli maupun pajak 

negara yang disajikan sebagai pajak daerah kepada daerah. 

2) Pajak daerah dikenakan pada daerah terbatas di dalam wilayah 

administrasi tempat pemungutannya. 

3) Penerimaan pajak daerah digunakan secara sah untuk mendanai 

pengeluaran rumah tangga daerah atau belanja daerah. 

4) Dalam hal daerah memungut pajak daerah berdasarkan kekuatan peraturan 

daerah, sifat pemungutan pajak daerah dapat dikenakan kepada orang 

pribadi yang wajib membayar dalam lingkungan administrasinya. 
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4.4 Pajak Restoran 

4.4.1 Definisi 

 
Sesuai dengan Perpub Nomor 63 Tahun 2020 Pajak Restoran Pasal 1 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Pemalang : “Pajak 

Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. 

Samudra (2016) menyebutkan dalam Pajak Restoran terdapat beberapa 

pengertian penting yang perlu diketahui, pengertian tersebut di antara lain yaitu : 

1) Restoran adalah setiap usaha yang menjual makanan atau minuman  

dengan harga tertentu, termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, dan 

bar, serta jasa katering dan katering. 

2) Pajak restoran, disebut "pajak", adalah pungutan daerah yang dikenakan 

atas penjualan makanan di restoran. 

3) Wajib Pajak restoran merupakan suatu orang pribadi maupun perwakilan 

kelompok wajib membayar pajak yang terutang, termasuk pemungutan 

atau pemotongan pajak tertentu, menurut ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah. 

4) Pengusaha restoran adalah orang atau badan usaha yang menjalankan 

restoran untuk dan atas nama dirinya sendiri atau tanggungan lainnya. 
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BAB V 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

 

 

5.1 Analisis 

5.1.1 Jenis Penelitian 

 
Misbahuddin dan Iqbal (2013:8) menurut taraf eksplanasi (tingkat 

penjelasan) penelitian yaitu ada 3 jenis, ialah : 

1) Penelitian Deskriptif 

Penelitian naratif dibuat unruk mengetahui haasil variabel, hal tersebut 

variabel bebas, dalam hal ini variable bebas atau satu ataupun lebih 

variabel (bebas), tanpa membentuk disparitas variabel bebas menggunakan 

faktor lain. 

 
2) Penelitian Komperatif 

Penelitia tersebut merupakan studi mengeni interaksi antara nilai-nilai satu 

variabel dan variabel lainnya sepanjang waktu. 

 
3) Penelitian Hubungan 

Penelitian tersebut merupakan suatu penelitian yang mengacu dalam studi 

yang meliputi dua atau lebih faktor. Kajian ini akan menghasilkan 

pengembangan teori yang mampu menjelaskan, memprediksi, dan 

mengendalikan dalam fenomena. 

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian Deskriptif yaitu buat 

membedah Potensi Pajak Restoran pada Mengembangkan Penerimaan Pajak Asli 

Daerah Kabupaten Pemalang. 
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5.1.2 Tempat Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota 

Pemalang Jl. Suro Hadikusumo Nomer.1, Kebondalem, Kec. Pemalang, 

Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312. Nomor telepon (0284) 321244. Email: 

bapenda@pemalangkab.go.id Website: http://bapenda.pemalangkab.go.id 

 

5.1.3 Operasional Variabel 
 

Tabel V.1 

Operasional Variabel 

 
 

Variabel Definisi Variabel Indeks 

Potensi Pajak Restoran Potensi Pajak restoran 

merupakan pajak atas 

pekayanan yang 

disediakan restoran. 

. 

Rumus: 

Y1 x Tarif Pajak 

Keterangan: 

Y1 = O x P x Q x 

R dimana 

Y1 = Jumlah 

pembayaran yang 

diterima untuk restoran. 

O = Jumlah Objek 

Pajak 

P = Rata-rata Pembeli 

Q = Rata-rata pajak 

yang dibayar 

R = Jumlah Hari 

Sumber: Penulis 2021 

mailto:bapenda@pemalangkab.go.id
http://bapenda.pemalangkab.go.id/
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5.1.4 Jenis Data 

 
Misbahuddin dan Iqbal (2013 : 21) dipandang menurut kelompok  data 

dari asal pengambilannya, data dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut : 

1) Data primer merupakan data yang didapat dilapangan dari pihak yang 

berkaitan & membutuhkannya. 

 
2) Data sekunder merupakan data yang didapat pada orang yang 

melakukan  penelitian menurut asal-usul yang telah ada. 

Data ini yaitu menggunakan Data sekunder, yaitu data realisasi dan sasaran 

penerimaan pajak restoran dari Tahun 2017 – Tahun 2020. 

5.1.5 Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data dalam Sugiyono (2014 : 401-423) dapat didapat 

dengan cara sebagai berikut : 

1) Obeservasi 

Nasution (1988) menegaskan bahwasannya ilmu pengetahuan didasarkan 

pada pengamatan. Ilmuwan hanya dapat beroperasi dengan data, yaitu 

fakta tentang dunia nyata seperti yang diamati. 

 
2) Wawancara 

Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah pertemuan antara dua 

individu di mana mereka berbagi informasi dan ide melalui pertanyaan dan 

jawaban untuk menghasilkan makna tentang subjek tertentu. 

 
3) Dokumen 

Dokumen adalah catatan kejadian masa lalu. Dokumen dapat berbentuk 

kata-kata, gambar, atau kreasi raksasa yang dibuat oleh individu. 

 
4) Trianggulasi 
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Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini yaitu dengan 

cara mendapatkan data dengan cara dokumen dan wawancara dengan pihak yang 

bersangkutan adalah  Bapenda 

5.1.6 Analisis Data dan Teknis Analisis 

 
1. Analisis Data 

 
Misbahuddin dan Iqbal (2013 : 33) analisis data berdasarkan bentuk- 

bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Analisis Kuantitatif 

Analisi kuantitatif merupakan teknik analisis yang mencadangkan alat 

analisis kuantitatif, khususnya metode menganalisis yang mencadangkan  

model matematika, model statistik, dan ekonometrika. Hasil tersebut 

ditampilkan secara numerik, kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan 

dalam bentuk deskripsi. 

 
2) Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bukan 

mengandalkan teknik matematika, teknik statistik, teknik ekonometrika, 

atau teknik jenis lainnya. Analisis data terbatas pada prosedur pemrosesan 

data seperti verifikasi dan tabulasi data. Cukup dengan membaca tabel, 

grafik, atau gambar yang tersedia kemudian lakukan penjelasan dan 

interpretasi yang menyertainya. 

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dianalisis secara kualitatif 

yaitu menggunakan melaksanakan pembuktian data mengebai tujuan dan aplikasi 

pajak restoran, guna memberitahujan potensi pajak restoran dalam pada penaikan 

pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pemalang. 
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5.1.2 Teknis Analisis 

 
Teknis analisis dalam laporan ini yaitu menggunakan dengan memaparkan 

angka dan tabel dengan detail teknik analisis guna mengetahui potensi pendapatan 

pajak restoran Kabupaten Pemalang. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Analisis Potensi Pajak Restoran yang dimiliki Kabupaten Pemalang 

 
Dengan adanya pemerintah di setiap wilayah, maka setiap wilayah 

menguasai kekuasaan guna menngendalika Sumber daya manusia untuk 

kepentingan penduduknya. Pajak restoran bisa menjadi sumber pendapatan bagi 

Kota Pemalang. Dilihat dari kenyataan pajak restoran yang menurun seiring 

dengan kenaikan target, penting untuk mengkaji potensi pajak restoran agar dapat 

dilakukan upaya untuk menaikkannya di masa mendatang. 

Analisis pemeriksaan potensi pajak restoran bertujuan guna mengerti 

kemampuan wilayah kabupaten Pemalang dalam mewujudkan penerimaan pajak 

restoran. Analisis indikator potensial sangat penting untuk menetapkan tujuan 

logis. Setelah membandingkan proyeksi pendapatan untuk masa depan dengan 

potensi saat ini, akan ditentukan besarnya potensi tersembunyi, sehingga 

memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi rancangan dan  kegiatan  apa 

saja yang dilakukan untuk menggali potensi tersembunyi dan memastikan 

besarnya pendapatan yang direncanakan. 

Potensi pajak dihitung dengan mengalikan data dari item studi dengan tarif 

pajak restoran. Dengan demikian, jumlah potensi akan ditentukan. Untuk 

menentukan kemungkinan uang yang dihasilkan oleh pajak restoran, terapkan 

rumus berikut: 

Y1 x Tarif Pajak 

Keterangan : 
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Y1 = O x P x Q x R 

Dimana 

Y1 : Jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran 

O : Jumlah Objek Pajak 

P : Rata-rata pembeli 

 

Q : Rata-rata pajak yang dibayar 

R : Jumlah harian 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah membebankan berbagai komponen 

pajak daerah, khususnya di Kota Pemalang. Namun, dalam laporan akhir magang, 

penekanannya adalah pada pajak restoran. Menurut penelitian penulis, Kota 

Pemalang memiliki berbagai kategori restoran. Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah Kota Pemalang menyediakan data jenis restoran. Tabel berikut 

merangkum kategori dan jumlah wajib pajak restoran pada tahun 2019 dan 2020: 
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Tabel V.2 

Nama restoran dan jumlah restoran di Kabupaten Pemalang 
 

No Nama Restoran 2019 2020 

1 Rocket Chicken 9 8 

2 RM. Jambe Kembar 1 1 

3 WM. Ikan Bakar Bu Ana 2 1 

4 Resto Panorama 1 1 

5 RM. Suka Sari 2 2 

6 RM. Sate Bang Jo (Johari) 1 1 

7 RM. Sambel Layah 3 2 

8 D’Family Resto 1 1 

9 Queen Snack Service 2 1 

10 Katin Podo Berkah 1 1 

11 Bakso Bola Mas 1 1 

12 The Winner Resto 1 1 

13 Purimas Cake & Bakery 3 1 

14 WM. Padang 4 3 

15 Sentana Bistro 1 1 

16 Wapress JK 1 1 

17 RM. Mie Sosis 1 1 

18 D’Happy Resto 1 1 

19 Ayam Geprek SA’I 4 3 

20 Frenz Food & Beverages 1 1 

21 PT. Quick Chicken Indonesia 1 1 

22 Yogya Restaurant 1 1 

23 Makpreekkk 1 2 

24 RM. Layah Watoe 2 1 

 Total 46 38 

Sumber: Bapenda,2021 
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Berdasarkan statistik pada Tabel V.2, jumlah nama restoran atau wajib 

pajak untuk masing-masing kategori pajak restoran mengalami penurunan dari 

tahun 2019 - 2020. Hal tersebut juga terlihat pada jumlah wajib pajak Tahun 2019, 

yaitu sebanyak 46 orang, dan pada tahun 2020, yaitu 38, menunjukkan 

pengurangan yang cukup dalam pembayar pajak restoran dalam satu tahun. 

Masing-masing wajib pajak ini akan dikenakan tarif pajak yang ditentukan oleh 

aturan yang relevan, di mana jumlah yang diterima atau harus dibayarkan ke 

restoran berfungsi sebagai dasar untuk pajak. Pemilik restoran diharuskan untuk 

menambahkan pajak restoran ke pembayaran untuk layanan yang diberikan di 

tempat mereka dengan tarif pajak tetap. 

Seperti ditemukan dengan sebelumnya, perubahan data mulai menurut 

penyajian new objek sampai penggantian nama restoran yang tutup sebagai acuan 

untuk penargetan prospektif tahun depan. Estimasi potensial tersebut merupakan 

upaya untuk memastikan kemampuan Kabupaten Pemalang dalam menghasilkan 

pendapatan pajak restoran supaya dapat dijadikan tolak ukur penargetan. 

Kemudian, untuk menentukan calon pajak restoran di Kota Pemalang, 

berikut tabel yang memuat data nama restoran, jumlah restoran, rata-rata jumlah 

tamu, serta rata-rata pajak yang dibayarkan pada tahun 2019 dan 2020:
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Tabel V.3 

Nama restoran, Jumlah restoran, Jumlah rata-rata pembeli dan Rata-rata harga 

tahun 2019 

No Nama Restoran Jumlah Jumlah rata-rata 

pembeli perhari 

Rata-trata 

pajak yang 

dibayar 

(Rp) 
perhari 

1 Rocket Chicken 9 70 60.000 

2 RM. Jambe Kembar 1 62 40.000 

3 WM. Ikan Bakar Bu Ana 2 75 35.000 

4 Resto Panorama 1 60 29.000 

5 RM. Suka Sari 2 60 35.000 

6 RM. Sate Bang Jo 

(Johari) 

1 65 22.000 

7 RM. Sambel Layah 3 65 25.000 

8 D’Family Resto 1 68 28.000 

9 Queen Snack Service 2 70 35.000 

10 Katin Podo Berkah 1 60 25.000 

11 Bakso Bola Mas 1 60 25.000 

12 The Winner Resto 1 60 35.000 

13 Purimas Cake & Bakery 3 70 35.000 

14 WM. Padang 4 65 30.000 

15 Sentana Bistro 1 68 35.000 

16 Wapress JK 1 67 35.000 

17 RM. Mie Sosis 1 67 35.000 

18 D’Happy Resto 1 70 40.000 

19 Ayam Geprek SA’I 4 70 30.000 

20 Frenz Food & Beverages 1 65 35.000 

21 PT. Quick Chicken 

Indonesia 

1 66 45.000 

22 Yogya Restaurant 1 62 40.000 
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23 Makpreekkk 1 55 30.000 

24 RM. Layah Watoe 2 60 30.000 

 Total 46   

Sumber: Data sekunder, diolah 2021 

 
Potensi pajak restoran di Kabupaten Pemalang dapat dihitung dengan 

menggunakan data pada Tabel V.3 menggunakan memakai homogen-homogen 

jumlah pembeli menurut setiap macam restoran dengan harga rata-rata setiap 

nama restoran, lalu menjumlah restoran untuk setiap macam restoran. restoran, 

dan terakhir dengan tarif pajak. Jika digunakan rumus Y1 = O x P x Q x R maka 

diperoleh hasil yaitu: 

Penjumlahan dibawah ini akan di jelaskan perjenis restoran dengan rician 

perhitungan yaitu Nama Restoran = Jumlah restoran X Rata-rata jumlah 

Pengunjung (per hari) X Rata-rata pajak dibayar per hari X 365 (Jumlah 

hari dalam satu tahun). Berikut ini adalah perhitungan potensi pajak restoran 

berdasarkan data pada Tabel V.3 untuk tahun 2019. 

 

 

1) Rocket Chicken = 9 X 70 X Rp 60.000 X 365 

= Rp 13.797.000.000 

 
 

2) RM. Jambe Kembar = 1 X 62 X Rp 40.000 X 365 

= Rp 905.200.000 

 
 

3) WM. Ikan Bakar Bu Ana = 2 X 75 X Rp 35.000 X 365 

= Rp.1.916.250.000 

 
 

4) Resto Panorama = 1 X 60 X 29.000 X 365 

= Rp 635.100.000 
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5) RM. Suka Sari = 2 X 60 X Rp 35.000 X 365 

= Rp 1.533.000.000 

 
 

6) RM Sate Bang Jo (Johari) = 1 X 65 X Rp 22.000 X 365 

= Rp 521.950.000 

 
 

7) RM. Sambel Layah = 3 X 65 X Rp 25.000 X 365 

= Rp 1.779.375.000 

 
 

8) D’Family Resto = 1 X 68 X Rp 28.000 X 365 

= Rp 694.960.000 

 
 

9) Queen Snack Service = 2 X 70 X Rp 35.000 X 365 

= Rp 1.788.500.000 

 
 

10) Kantin Podo Berkah = 1 X 60 X Rp 25.000 X 365 

= Rp 547.500.000 

 
Kemudian perhitungan selanjutnya akan identik dengan menggunakan data 

pada Tabel V.3, yang meliputi informasi jumlah restoran, rata-rata pengunjung, 

rata-rata pajak yang dibayarkan, dan jumlah hari dalam setahun. Dan hasil berikut 

akan dicapai sebagai konsekuensi dari perhitungan: 
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Tabel V.4 

Hasil Perhitungan Pendapatan Restoran (2019) 
 

No Jenis Restoran Pendapatan 

1 Rocket Chicken Rp 13.797.000.000 

2 RM. Jambe Kembar Rp 905.200.000 

3 WM. Ikan Bakar Bu Ana Rp 1.916.250.000 

4 Resto Panorama Rp 635.100.000 

5 RM. Suka Sari Rp 1.533.000.000 

6 RM. Sate Bang Jo (Johari) Rp 521.950.000 

7 RM. Sambel Layah Rp 1.779.375.000 

8 D’Family Resto Rp 694.960.000 

9 Queen snack Service Rp 1.788.500.000 

10 Kantin Podo Berkah Rp 547.500.000 

11 Bakso Bola Mas Rp 766.500.000 

12 The Winner Resto Rp 766.500.000 

13 Purimas Cake & Bakery Rp 2.682.750.000 

14 WM. Padang Rp 2.847.000.000 

15 Sentana Bistro Rp 868.700.000 

16 Wapres JK Rp 855.925.000 

17 RM. Mie Sosis Rp 855.925.000 

18 D’Happy Resto Rp 1.022.000.000 

19 Ayam Geprek SA’I Rp 3.066.000.000 

20 Frenz Food & Beverages Rp 830.375.000 

21 PT. Quick Chicken Indonesia Rp 385.440.000 

22 Yogya Restaurant Rp 905.200.000 

23 Makpreekkk Rp 602.250.000 

24 RM. Layah Watoe Rp 1.314.000.000 

 Jumlah Rp 40.023.710.000 

Sumber: Data sekunder, diolah 2021 
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Dilihat menurut data dalam Tabel V.4 pada atas yaitu bahwasannya jumlah 

pendapatan buat restoran selama satu tahun (Y1) sebanyak Rp 40.023.710.000 lalu 

guna menjumlah  potensi pajak restoran tahun 2019 yaitu menggunakan 

perhitungan  : 

Y1 x Tarif Pajak (Restoran) 

 
Tarif pajak yang telah dipengaruhi dari pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu 10 

persen (%), maka dihasilkan output menjadi berikut. Potensi pajak = Rp 

40.023.710.000 X 10 % maka jumlah poteni restoran tahun 2019 yaitu sebanyak 

Rp 4.002.371.000 

Berikut merupakan data mengenai nama restoran, jumlah restoran, jumlah 

rata-rata pengunjung dan juga rata-rata harga tahun 2020 : 

Tabel V.5 

Nama restoran, jumlah restoran, jumalh rata-rata pengunjung, rata-rata harga 

tahun 2020 

No Nama Restoran Jumlah Jumlah rata- 

rata 

pengunjung/ 

hari 

Rata-rata 

pajak 

yang 

dibayar 

(Rp)/hari 

1 Rocket Chicken 8 85 50.000 

2 RM. Jambe Kembar 1 60 29.000 

3 WM. Ikan Bakar Bu Ana 1 75 32.000 

4 Resto Panorama 1 60 29.000 

5 RM. Suka Sari 2 60 35.000 

6 RM. Sate Bang Jo (Johari) 1 65 22.000 

7 RM. Sambel Layah 2 65 21.000 

8 D’Family Resto 1 68 28.000 

9 Queen Snack Service 1 75 33.000 

10 Kantin Podo Berkah 1 60 15.000 

11 Bakso Bola Mas 1 60 25.000 
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12 The Winner Resto 1 85 40.000 

13 Purimas Cake & Bakery 1 70 28.000 

14 WM. Padang 3 65 34.000 

15 Sentana Bistro 1 66 21.000 

16 Wapres JK 1 67 35.000 

17 RM. Mie Sosis 1 67 20.000 

18 D’Happy Resto 1 82 35.000 

19 Ayam Geprek SA’I 3 70 35.000 

20 Frenz Food & Beverages 1 65 35.000 

21 PT. Quick Chicken Indonesia 1 66 16.000 

22 Yogya Restaurant 1 62 40.000 

23 Makpreekkk 2 70 35.000 

24 RM. Layah Watoe 1 65 20.000 

 Total 38   

Sumber: Data sekunder, Bapenda diolah 2021 

 
Selain itu, penghitungan pendapatan restoran berdasarkan setiap nama 

restoran dalam Tabel V.5 identik menggunakan perhitungan pendapatan 

berdasarkan setiap nama restoran pada tahun 2019, yaitu Nama Restoran = 

Jumlah Restoran X Rata-Rata Jumlah Pengunjung Harian X Rata-Rata 

Pajak Setoran X 365. (Nomor Hari pada Setahun). Seperti tahun-tahun 

sebelumnya, statistik buat tahun 2020 akan diturunkan menggunakan perhitungan 

setiap nama restoran, menggunakan output menjadi sebagai berikut: 
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Tabel V.6 

Data nama restoran dan pendapatan restoran untuk tahun 2020 
 

No Nama Restoran Pendapatan 

1 Rocket Chicken Rp 12.410.000.000 

2 RM. Jambe Kembar Rp 635.100.000 

3 WM. Ikan Bakar Bu Ana Rp 876.000.000 

4 Resto Panorama Rp 635.100.000 

5 RM. Suka Sari Rp 1.533.000.000 

6 RM. Sate Bang Jo (Johari) Rp 521.950.000 

7 RM. Sambel Layah Rp 966.450.000 

8 D’Family Resto Rp 694.960.000 

9 Queen snack Service Rp 722.700.000 

10 Kantin Podo Berkah Rp 328.500.000 

11 Bakso Bola Mas Rp 547.500.000 

12 The Winner Resto Rp 1.241.000.000 

13 Purimas Cake & Bakery Rp 715.400.000 

14 WM. Padang Rp 1.494.675.000 

15 Sentana Bistro Rp 505.890.000 

16 Wapres JK Rp 855.925.000 

17 RM. Mie Sosis Rp 489.100.000 

18 D’Happy Resto Rp 1.047.550.000 

19 Ayam Geprek SA’I Rp 2.628.750.000 

20 Frenz Food & Beverages Rp 830.475.000 

21 PT. Quick Chicken Indonesia Rp 385.440.000 

22 Yogya Restaurant Rp 905.200.000 

23 Makpreekkk Rp 2.044.000.000 

24 RM. Layah Watoe Rp 474.500.000 

 Jumlah Rp 21.175.475.000 

Sumber: Data sekunder, diolah 2021 
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Seperti terlihat pada Tabel V.6, total pendapatan restoran selama satu 

tahun (Y1) adalah Rp. 21.175.475.000. Perhitungan berikut kemudian digunakan 

untuk menentukan kemungkinan pajak restoran pada tahun 2020: Y1 dikalikan 

dengan tarif pajak (Restoran). Mengingat restoran dikenakan denda pajak 10% 

maka potensi pajak restoran dihitung sebagai Potensi Pajak = Rp 21.175.475.000 

X 10%. Pada tahun 2020, kemungkinan pajak restoran akan menjadi Rp 

2.117.547.500. 

Berdasarkan dua perkiraan tersebut, yaitu untuk tahun 2019 dan 2020,  

jelas bahwa kedua tahun tersebut memiliki kemungkinan untuk pajak restoran di 

Kota Pemalang sebesar Rp. 40.023.710.000 pada tahun 2019 dan Rp. 

21.175.475.000 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan 

pertumbuhan meningkat dari 2019 ke 2020. Penurunan ini disebabkan oleh 

berbagai penyebab, termasuk penurunan jumlah restoran, diikuti oleh penurunan 

rata-rata jumlah pengunjung dari 2019 ke 2020 Selain itu, harga rata-rata turun 

pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ringkasan 

usulan pajak restoran tahun 2019 dan 2020. 

Tabel V.7 

Rekapitulasi Target dan Potensi Pajak Restoran 
 

 
Tahun Target Potensi 

2019 850.000.000 40.023.710.000 

2020 1.000.000.000 21.175.475.000 

Sumber: Penulis, data sekunder 2021 

 
 

Berdasarkan kajian terhadap potensi penerimaan pajak restoran pada tahun 

2017 dan 2019,  bahwa potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Pemalang 

akan terus turun pada tahun 2020 sebagai dampak dari dampak pandemi COVID-

19. Selisih antara tujuan pajak restoran dan uang yang dapat dihasilkan masing-

masing adalah Rp 39.173.710.000 dan Rp 20.175.475.000 untuk tahun 2019 dan 

2020. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis menyudutkan bahwasannya potensi 

pendapatan pajak restoran yang ada di Kabupaten Pemalang lumayan besar, yang 

dapat dimanfaatkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka 

mendongkrak pendapatan daerah Kota Pemalang. Namun, pada tahun 2020 

mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. 

5.2.2 Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak 

Restoran 

Pemerintatan daerah berkewajiban untuk memaksimalkan potensi 

pendapatan asli daerah dalam rangka mendorong kemandirian daerah, salah 

satunya melalui intensifikasi pajak daerah yang dipungut sesuai Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2012. Pasal 14: Pajak restoran dibatasi 10% . Selain itu, 

diputuskan sesuai dengan norma daerah kabupaten/kota yang dianggap sesuai 

dengan situasi kabupaten/kota. Hasil dari pajak restoran pada akhirnya akan 

digunakan untuk mengimbangi pajak kota. Hal ini akan memungkinkan PAD 

untuk menikmati peningkatan pendapatan PAD, yang akan berdampak pada 

peningkatan pengambilan pajak restoran. 

1) Peninjauan dan Pengamatan terhadap Wajib Pajak Restoran secara 

Periodik 

Pemeriksaan berkala dilakukan oleh wajib pajak restoran yang ada. Penetapan 

pajak restoran pada wajib pajak restoran maksudnya yaitu untuk menilai dan 

mengembangkan pengetahuan tentang keharusan perpajakan wajib pajak restoran. 

Tindakan penyelidik pajak ini dimaksudkan agar wajib pajak restoran membayar 

dengan ontime  hingga mengembangkan pemungutan pajak kabupaten. 
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2) Diseminisasi pajak restoran kepada wajib Pajak restoran 

 
Diseminisasi pajak restoran dilaksanakan buat wajib pajak restoran. Tindakan 

hal ini bertujuan buat menyadaran masyarakat akan pajak agar wajib pajak 

restoran tidak lalai dengan kewajibannya karena kurangnya pengetahuan sehingga 

sulit untuk membayar pajak restoran. Diseminisasi pajak restoran diprediksi akan 

mengembangkan pemungutan pajak kota. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung 

dalam berbagai model, termasuk interaksi tatap muka. Sosialisasi ini dilakukan 

dengan memanggil wajib pajak dating ke kantor BAPENDA atau lebih sering ke 

lokasi lain seperti hotel. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengartilkan bahwasannya koordinasi 

antar pegawai begitu penting terutama dalam melakukan pengawasan terhadap 

wajib pajak untuk meminimalisir kecuranga atau mereka yang melakukan 

kecurangan memungut pajak restoran dan mengembangkan kerjasama dan 

koordinasi antar instansi terkait. . Pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib 

pajak restoran dimaksudkan untuk menilai dan juga mengembangkan 

menyadarkan kepatuhan wajib pajak restoran terhadap kewajiban perpajakannya, 

serta mensosialisasikan wajib pajak restoran untuk meningkatkan pemahaman. 

Selain itu, pembayar pajak restoran diyakini tidak akan lalai dalam membayar 

pajak karena kurangnya pengetahuan, sehingga lebih sulit untuk membayar pajak 

restoran. 

5.3 Implementasi Mata Kuliah Dalam Pelaksanaan MB-KM 

5.3.1 Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan 

 
Selama pelaksanaan Merdeka Belajar – Kuliah Merdeka (MB-KM) 

praktika melakukan penyesuaian kode etik yang berlaku pada BAPENDA yaitu 

dari mulai jam kerja, kedisiplinan, serta membantu pelaksanaan tugas pokok 

sesuai dengan sub bagian yang ditempatkan. 
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Pada jam kerja praktika menyesuaikan jam kerja yang berlaku yaitu hari 

Senin – Kamis masuk kerja Pukul 07:00 – 16:00 WIB, pada hari Jum’at masuk 

Pukul 07:00 – 15:00 WIB. Selain menyesuaikan jam kerja praktika juga  

mengikuti peraturan atau kedisiplinan dalam pekerjaan dan juga membantu tugas 

atau pekerjaan sesuai arahan pegawai ataupun sub bagian yang di tempatkan. 

5.3.2 Lab Audit 

 
Selama pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kuliah Merdeka (MB- 

KM) praktika tidak menemui adanya proses pengauditan dari pemerintah pusat, 

akan tetapi auditing rutin dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) setiap satu tahun periode dan pelaksanaan audit di bagi 2 

yaitu audit internal dan eksternal. Audit yang dilakukan bertujuan untuk 

memeriksa Laporan Keuangan selama satu tahun, kepemilikan Aset, 

Kepegawaian, Sarana dan Prasaraba serta pelayanan. 

5.3.3 Analisa Laporan Keuangan 

 
Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang 

disusun oleh Sub Bidang Bagian Umum dan Kepegawaian. Di bagian tersebut 

praktika membantu merekap pada dokumen SPP dan SPM Pengajuan GU (Ganti 

Uang), Merekap daftar kegiatan dan Anggaran Responfi Gander (RAG) dan SPJ 

Bidang Pendapatan dan Penetapan dan juga merekap Buku Kerja Pegawai Petugas 

PBB Kecamatan berdasarkan nama, bulan dan point pegawai. 

5.3.4 Akuntansi Forensik 

 
Selama pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kuliah Merdeka (MB- 

KM) praktika tidak menemui adanya kecurangan dalam keuangan akan tetapi 

laporan keuangan pada BAPENDA rutin dilaksanakan pada Sub Bidang Bagian 

Umum dan Kepegawaian oleh Bendahara umum BAPENDA. Serta tidak ada 

kecurangan dengan wajib pajak. 
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5.3.5 Appraisal 

 
Selama pelaksanaan progam Merdeka Belajar – Kuliah Merdeka (MB – 

KM) praktika tidak menemui adanya kecurangan seperti terkaitnya dengan wajib 

pajak dalam pengurusan properti atau pertanahan, aset, keruguan ekonomis dan 

surat berharga. Akan tetapi BAPENDA menerima surat masuk ataupun 

mengeluarkan surat kepada pihak yang terkait. Praktika juga membantu mencatat 

serta mendistribusikan surat sesuai arahan dari pegawai. 

5.3.6 Programming For Business 

 
Selama pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kuliah Merdeka (MB – 

KM) praktika tidak menemui adanya kendala kecurangan pegawai dengan wajib 

pajak ataupun sebaliknya dalam pembayaran pajak dan tidak ada kesalahan dalam 

proses pengurusan pajak. Selain itu, praktika membantu pelayanan tamu (wajib 

pajak) dalam meminta stiker pajak Reklame (Permanen) untuk perjanjian 

pemasangan iklan. 
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BAB VI 

 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 
6.1 Kesimpulan 

Berikut ini merupakan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah 

dilakukan sebagai berikut : 

1) Besarnya potensi pajak restoran di Kabupaten Pemalang dalam Tahun 

2019 adalah sebanyak Rp 40.023.710.000 sedangkan untuk tahun 2020 

pajak restoran di Kabupaten Pemalang memiliki potensi sebanyak Rp 

21.175.475.000. 

2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan 

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pemalang yaitu mengandakan 

pemantauan terhadap wajib pajak restoran menurut periodik dan 

melakukan Diseminisasi pajak restoran terhadap wajib pajak restoran. 

3) Pajak Restoran dan Upaya-upaya yang di lakukan Bapenda sudah cukup 

mewadai karena dalam potensi Pajak Restoran sudah meningkat di setiap 

tahunnya dari Tahun 2017-2019. Namun, di tahun 2020 mengalami 

penurunan pada potensi Pajak Restoran karena adanya pandemi Covid-19. 

Dan adanya upaya yang di lakukan Bapenda ini karena untuk 

mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. 

6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka adapun saran 

yang diperlukan bias sebagai tambahan untuk Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah Kabupaten Pemalang yaitu : 

1) Diperlukan supaya pemerintah dan pihak terkait buat lebih agresif pada 

mengulik dan mencari potensi yang terdapat pada Kabupaten Pemalang, 

sebagai akibatnya nantinya akan aktif dalam mengembangkan 

pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. 



63 
 

 

 

 

 

2) Pemantauan dan inspeksi terhadap harus restoran dan melakukan 

pemgenalan pajak restoran pada harus pajak restoran. 
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BAB VII 

 

 

REFLEKSI DIRI 

 

 

 
7.1 Manfaat Magang 

Aspek terpenting dalam program magang adalah menyiapkan lulusan 

calon pendidikan yang profesional diperlukan pentahapan sejak dari 

kemampuannya mengenali, mengamati sekolah sampai dengan dapat berdiri 

mengajar di kelas sebagai sosok yang dinanti dan dirindu oleh peserta didiknya 

dibutuhkan proses panjang. 

Menjalani magang pada semester akhir kuliah menjadi kesempatan yang 

baik untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Kegiatan 

Magang ini merupakan program Merdeka Belajar Kuliah Merdeka (MBKM). 

Setalah kegiatan magang MBKM bukan hanya bermanfaat bagi mahasiswa 

pratikan saja namun bermanfaat juga untuk Universitas karena bukan hanya 

menghasilkan lulusan yang dibekali dengan pengetahuan yang luas. Akan tetapi, 

melalui kegiatan magang mahasiswa dapat merasakan secara langsung bagaimana 

materi yang telah di pelajari saat perkuliahan menjadi berguna pada kegiatan 

tersebut di sisi lain magang menambah pengalaman bagi mahasiswa sebelum 

memulai dunia kerja yang sebenarnya. Mahasiswa yang mempunyai kompeten 

dan siap untuk terjun dalam dunia kerja dan semakin banyak sumber daya  

manusia yang berkompeten, siap juga dalam bekerja maka semakin sedikit pula 

pengangguran yang terjadi di Indonesia, sehingga cita-cita bangsa Indonesia untuk 

menjadi bangsa yang besar dan maju dapat tercapai. Selain itu adapun beberapa 

manfaat magang yaitu sebagai berikut : 

1) Mengasah skill yang masih kurang. 

2) Memahami cara bekerja secara profesional. 

3) Mendapatkan relasi kerja. 

4) Memiliki pengalaman tak terlupakan. 
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5) Mempelajari hal-hal baru yang tidak didapatkan dilingkungan pendidikan. 

6) dan bisa menilai kemampuan diri dalam menghadapi pekerjaan yang 

sesungguhnya 

7.2 Kunci Sukses Berdasarkan Pengalaman Magang 

Berkerja magang tidak ternilai harganya namum banyaknya pengalam dan 

wawasan yang dapat diperoleh dari magang. Salah satunya kunci sukses masuk 

dunia kerja agar bisa diterima dengan baik di dunia baru ini. Adapun beberapa 

kunci sukses berdasarkan pengalam magang, yaitu : 

1) kesan pertama adalah penting. 

2) tunjukkan kemampuan yang ada. 

3) Perhatiakan etika dalam bekerja. 

4) Jangan malu untuk bertanya. 

5) Jadikan kesalahan sebagai pembelajaran. 

6) Jangan takut menerima kritik dan masukan. 

7) Banyak mempelajari hal baru. 

 
Selain mendapatkan manfaat dan kunci sukses dalam magang. Praktika 

menyadari bahwa di dalam pembuatan Laporan Akhir Magang ini berkat dan 

tuntunan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang salah satunya telah memberikan 

kesehatan sehingga bisa menyelesaikan Laporan Akhir Magang ini. Untuk itu 

praktika mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 
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